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Sistematika Pembahasan:

Pendahuluan

Dasar Peraturan dan Referensi

Memahami Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pelaku Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pembiayaan Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Tahapan dan Tata Cara Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

ool B WD

Note : Frequently Asked Question






Pengadaan

Dalam Penanganan Keadaan
Darurat

Pengadaan di keadaan darurat tidak
menjadi situasi yang diharapkan,
karena menghadirkan keadaan yang
tidak dalam pembiasaan. Sehingga
diperlukan ikhtiar
bertanggungjawab yang terkadang
tidak lazim untuk tetap mencapai
tujuan pengadaan, dengan
mengoptimalkan mitigasi risiko,
percepatan proses, tak melawan
regulasi atas kedaruratan, didasari
justifikasi yang jelas, dan selalu
akuntabel dalam
pendokumentasian, dengan
berlandaskan prinsip dan etika
pengadaan
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Frequently Asked Question

Apa dasar peraturan dan pedoman pengadaan
dalam keadaan darurat sehubungan Covid-19 ?

Apakah pengadaan sehubungan pengadaan darurat
Covid-19 mengacu Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ?

Bagaimana RSU/D selaku BLU/D melaksanakan
pengadaan keadaan darurat sehubungan Covid-19 ?

Bagaimana dukungan Surat Edaran yang diterbitkan
Kementerian / Lembaga menjadi pedoman dalam
pengadaan darurat sehubungan Covid-19 ?




Dasar Peraturan dan Referensi, a.l. : .. an ?

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana N

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijaikan Keuangan Negara Dan

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang
Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

B ow



Dasar Peraturan dan Referensi, a.l. : .. en ?

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa
yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

18. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia

20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia

21. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

22. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor SE-5/K/D2/2020 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Reviu Atas Refocussing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

23. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor SE-6/K/D2/2020 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)

24. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Anggaran
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



PBJP K/L/PD

01

Peraturan Presiden Peraturan LKPP
Nomor 16 Tahun 02 Nomor 13 Tahun
2018 2018

L Peraturan Kepala Daerah (Pedoman PBJ BLUD)
L Pedoman PBJBLU Oleh Pimpinan BLU

Peraturan Pedoman Pengadaan
Dalam Penanganan Keadaan
Darurat




Surat Edaran Dalam PBJ Keadaan Darurat _
Tujuan

Penerbitan Surat Edaran

Lebih mempertegas dan
memperjelas peraturan
yang sudah ada

<@ | SELKPP (3/2020)

Dukungan pemilik
kewenangan penerbit
peraturan untuk menjelaskan

<@ | SEBPKP (6/2020)

<@ | SEKPK(8/2020)

Tetap mengacu kepada
) \ dasar hukum yang telah
diterbitkan
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Frequently Asked Question

Apa yang dimaksud keadaan darurat bencana? Apa
perbedaan dengan keadaan tertentu darurat?

Bagaimana penetapan status keadaan darurat
bencana?

Situasi percepatan penanganan Covid-19 apakah
termasuk keadaan darurat?

Apakah sekarang sudah ditetapkan status darurat?

Apa saja pengadaan yang dapat dilakukan dengan
pendekatan pengadaan dalam penanganan keadaan
darurat?




Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat
Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam
masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pihak

yang berwenang
(Peraturan LKPP 13/2018, Pasal 1 angka 2)

Keadaan
Darurat
Bencana

Meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke
pemulihan. (Perpres 17/2018 Pasal 1 angka 3)

Suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan
atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak
diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna
mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.

(Perpres 17/2018 Pasal 1 angka 1)

Keadaan
Tertentu

Status Keadaan Suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk
Darurat jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
Bencana (UU 24/2007 Pasal 1 angka 19)




Penetapan Status

Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan sekelompok orang/masyarakat yung memerlukan tindakan penanganan segera dan
memadai

Status Keadaan Darurat
Bencana Tingkat Nasional

Status Keadaan Darurat DIEEEhE . Beberapa daerah sudah
: Gubernur/ Bupati/ tank
Bencana Tingkat Daerah Wali Kota menetapkan

Keputusan Kepala BNPB
i 9.A/2020 dan 13.A/2020
@ Status Dalam Keadaan Ditetapkan

Kepala BNPB
Tertentu (Bencana) P

(Perpres 17/2018 Pasal 2 dan 3)




Januari 2020

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 29 30 31
\ 4

Mei 2020
1 2

3 4 5 6 7 38 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 30

31




Pemberlakuan Prosedur Pengadaan Dalam Penanganan Darurat

B JL Penanganan
Covid-19

PK Pengadaan Dalam Penanganan Darurat

JK Berlaku pada keadaan darurat berdasarkan
penetapan Status Keadaan Darurat yang
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/
atau keadaan tertentu

(Peraturan LKPP 13/2018, Lampiran |, Bagian 1.4)
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Frequently Asked Question

Siapa saja yang terlibat dalam pengadaan untuk
keadaan darurat?

Apakah menggunakan Pokja atau Pejabat
Pengadaan?

Apakah PPK dapat dibantu tim teknis?

Bagaimana peran APIP dalam pengadaan untuk
keadaan darurat?




PELAKU PENGADAAN DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

PA / KPA ~ PPHP/PjPHP

Penyedia
Pokja Pemilihan  Penyelenggara Swakelola

Pejabat Pengadaan

1. PA/KPA/PPK dapat dibantu Pengelola Pengadaan, Ahli, Tim Teknis, Tim Pendukung

2. APIP menjadi pihak yang turut dalam melakukan pengawasan

3. Penyelenggara Swakelola tidak seperti kondisi swakelola dalam situasi normal yang terdiri Tim
persiapan, pelaksana, dan pengawas




(Peraturan LKPP 13/2018, Lampiran |, Bagian 1.3)

Tugas PA / KPA

Pengadaan Dalam Penanganan Darurat

Menetapkan identifikasi kebutuhan dan
ketersediaan sumber Daya yang
dimiliki/tersedia;

Memerintahkan PPK untuk melaksanakan
pengadaan Barang/jasa berdasarkan status
keadaan darurat

Mengalokasikan anggaran yang diperlukan
untuk pengadaan Barang/jasa dalam
penanganan keadaan darurat



Tugas PPK

Pengadaan Dalam Penanganan Darurat

dan enganalisis ketersediaan

O 1 Melakukan identifikasi kebutuhan
sumber daya yang dimiliki/tersedia

Melakukan penunjukan
O 2 Penyedia dalam penanganan

keadaan darurat

Menerbitkan Surat
03 Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa

(Peraturan LKPP 13/2018, Lampiran |, Bagian 1.3)

04
05

06
07

Apabila diperlukan, melakukan
serah terima lokasi pekerjaan
kepada Penyedia

Menerbitkan Surat Perintah
Mulai Kerja/Surat Perintah
Pengiriman

Mengendalikan pelaksanaan
pekerjaan

Melakukan perikatan /
perjanjian



Tugas Penyedia

Pengadaan Dalam Penanganan Darurat

Melaksanakan pekerjaan
(Memperhatikan kuantitas,

- kualitas, tempat, waktu dan

Melakukan serah terima hasil
pekerjaan kepada PPK

(Disertai kelengkapan -

dokumen yang diperlukan)

tingkat layanan)

(Peraturan LKPP 13/2018, Lampiran |, Bagian 1.3)




Tugas APIP

Pengadaan Dalam Penanganan Darurat

Mengawasi dan memberikan pendampingan
p untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam

Penanganan Keadaan Darurat sejak proses

perencanaan sampai dengan pembayaran.

pengaduan dari masyarakat mengenai
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang
dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan
Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

p Melakukan audit atas laporan dan/atau

(Peraturan LKPP 13/2018, Lampiran |, Bagian 1.3)
s
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Frequently Asked Question

Apa saja sumber pendanaan dan pembiayaan
pengadaan penanganan darurat?

Bagaimana penggunaan pembiayaan pengadaan
penanganan darurat atas penetapan status darurat
saat ini?

Apakah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan dalam DPA Tahun Berjalan dapat
digunakan mekanisme keadaan darurat?

Apakah hanya pengadaan barang sektor kesehatan
saja yang dapat diadakan dengan pengadaan darurat
dalam situasi darurat covid-19 ini?

Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawabannya?




Sumber Pendanaan

Sumber Lain
APBN Sesual Per-UU-an

Sumber Pendanaan Sumber Pendanaan

O Anggaran KL, termasuk 0 PAD & Revisi Anggaran O Sumber lain yang sah

refocussing, realokasi O BTT O Tidak mengikat
O Anggaran cadangan O Dana Kas Daerah O Sesuai Pe-UU-an

(Keppres 9/2020 Pasal 13)




Penggunaan BT T

% Contoh Penggunaan
7
c
’% * insentif tenaga medis
> « pembelian masker
&% e pengadaan antiseptic
% * pengadaan ruang isolasi
% * pengadaan kebutuhan dasar
» pembiayaan distribusi kebutuhan
masyarakat
_ * kebutuhan lain terkait antisipasi
Pengguna Belanja dan penanganan COVID-19
Note :

Didasari justifikasi identifikasi
kebutuhan penanganan darurat




Pembiayaan Penanganan Darurat

Laporan ke PPKD disertai bukti

Penggunaan dana
pengeluaran dicatat pada
Buku Kas Umum
tersendiri

Pencairan mekanisme TU
ke bendahara pengeluaran

(Permendagri 20/2020 dan Permendagri 21/2011)

BTT

0

ALUR
5 PENGGUNAAN 2

3

Penetapan Status Darurat

Kepala Satuan Kerja Pelaksana
Fungsi Penanggulangan Bencana
Mengajukan RKB tanggap darurat
bencana kepada PPKD selaku BUD

PPKD/BUD Mencairkan Kepada Kepala
SKPD Pelaksana



Pelaporan dan Pertanggungjawaban

YPIZIQW;W\ 8
@Too @_.l’o Kepala Daerah bertanggungjawab
_ @c@ﬁ - A Ziekceall(r)?afrlsllla( dan keuangan dana yang
ML B60PLE iy ;0@;
,9 9 o4 Ty 40 Al Perangkat daerah fungsional melaporkan kepada
[Z%%ﬁ ¥ - W P ;%ﬁ pud @VQ;AA@M PPKD dengan bukti yang sah dan lengkap atau
% Fe %’5 G ﬁlﬁ‘ -@6 _m@&fﬁ surat pernyataan tanggung jawab belanja
a[i]é 157 @|© é L4 -.}\
@Efé}&,& @@?éy@v ‘?El:t- {.)VJ'?E Pertanggungjawaban dilaporkan paling lambat 3 (tiga)
@ Eﬁ oD | @4 '?@@é o . -ilﬁ bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana
Cus Oop A a2 *"‘éﬂx e berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti

pengeluaran,

antara lain:

Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.

Rekapitulasi SPJ.

Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.

Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.

Kontrak/Surat Perintah Kerja) Dalam Hal Pengadaan Jasa.

Bukti-bukti lainnya yang sah.

©CoNoGOA~WNPE




Pertanggungjawaban
penggunaan dana
penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat bencana
diperlakukan secara khusus

sesuai dengan kondisi
kedaruratan dan dilaksanakan
sesuai dengan prinsip
akuntabilitas dan transparansi.

PP 22/2008 Pasal 34

Tata cara pemanfaatan serta
pertanggungjawaban
penggunaan sumber daya
bantuan bencana pada saat
tanggap darurat dilakukan
secara khusus sesuai dengan
kebutuhan, situasi,dan kondisi
kedaruratan.

UU 24/2007 Pasal 68
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Frequently Asked Question
Bagaimana tahapan pengadaan dalam penanganan
darurat?

Apakah pengadaan dalam penanganan darurat sama
dengan penunjukan langsung?

Apakah semua kegiatan yang dilaksanakan pada masa
tanggap darurat dapat dilaksanakan dengan
mekanisme Pengadaan Darurat?

Bagaimana RUP dalam penanganan darurat?
Harga melambung tinggi, apa tetap dibeli?
Bagaimana kewajaran harga dan buktinya?

Bagaimana kalkulasi HPS pengadaan dalam
penanganan darurat?

Bagaimana tahapan swakelola pengadaan dalam
penanganan darurat?




TAHAPAN PENGADAAN

Perencanaan Pengadaan

identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan
sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pengadaan

Dengan cara swakelola atau menggunakan
penyedia

Penyelesaian Pembayaran

Kontrak, pembayaran, dan
post audit




Pelaksanaan Pengadaan

Dengan cara swakelola atau menggunakan
penyedia

Menggunakan Penyedia Dengan Cara Swakelola

. Penerbitan Surat Penunjukan . mengkoordinasikan pihak lain
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); yang akan terlibat dalam

. Pemeriksaan bersama dan rapat penanganan darurat;
persiapan; . pemeriksaan bersama dan rapat

. Serah terima lapangan; persiapan;

. Penerbitan Surat Perintah Mulai . pelaksanaan pekerjaan; dan
Kerja (SPMK) / Surat Perintah . serah terima hasil pekerjaan.
Pengiriman (SPP);

. Pelaksanaan pekerjaan;

. Perhitungan hasil pekerjaan; dan

. Serah terima hasil pekerjaan.




PEMILIHAN PENYEDIA

PPK memilih dan menunjuk
Penyedia terdekat yang sedang
melaksanakan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku
Usaha lain (diutamakan Pelaku
Usaha setempat) yang dinilai
mampu dan memenuhi kualifikasi
untuk melaksanakan pekerjaan
yang dibutuhkan dalam
penanganan keadaan darurat
tersebut.




Harga Satuan

Lumsum

KONTRAK « Gabungan

Waktu Penugasan

Cost Plus Fee




PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Pelaku Usaha K/L/PD @
TTVv

Pemerintahan negara lain
atau organisasi/lembaga
internasional

Lembaga
Nonpemerintah

Organisasi g
Kemasyarakatan

Masyarakat




pengadaan dalam penanganan darurat

Beberapa tahapan dan proses pengadaannya tidak dilakukan seperti
ketika kondisi normal

Pelaksanaan swakelola
tidak diatur dengan
tipe

Tidak diatur ketentuan
dalam penyusunan
RUP

=

Kewajaran harga mengikuti
kondisi pasar dan menjadi
tanggung jawab penyedia

Tidak dibuatkannya HPS,
mengingat situasi harga
yang kerap tidak wajar

i

Dominan akan berhadapan

dengan pelaku usaha pada HHH@

kuandran eksploit dan marginal

Barang/jasa yang akan
diadakan menjadi di
kuadaran bottleneck

O
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Frequently Asked Question

Bagaimana Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan
pengadaan dalam penanganan darurat?

Bagaimana tanggungjawab masing-masing pihak
pengadaan dalam penanganan darurat?

Bagaimana konsekuensi pemeriksaan hukum
pengadaan dalam penanganan darurat?




Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

proses penunjukan Penyedia

proses pemeriksaan lokasi pekerjaan

pelaksanaan pekerjaan

perhitungan hasil pekerjaan

serah terima hasil pekerjaan

1. KPA/PPK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan
kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia
2. Proses pengadaan penanganan darurat secara Swakelola, KPA/PPK mengawasi
\ 4 proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal Swakelola sampai dengan
serah terima hasil akhir pekerjaan. KPA/PPK melaporkan hasil monitoring dan

S evaluasi kepada PA



Pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa dalam
Penanganan Keadaan Darurat meliputi pengawasan

melekat, pengawasan eksternal serta internal
pemerintah, dan pengawasan masyarakat

PENGAWASAN




LAKSANAKAN DAN JANGAN LAKSANAKAN




